BAB VI
SARAN
Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan Praktek
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 603
adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker
membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan
dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan,
undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga
pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan
ilmu tersebut secara efektif dan efisien.

2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan
berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada
pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan
yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh
masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar
dan jelas.

3. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien
mengerti cara penggunaan yang benar dan dapat menambah
kepatuhan pasien dalam menggunakan obat Apoteker juga
harus memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat
dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat
seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara

penyimpanan obat.
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4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat menberikan
keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan
tentang keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di
gunakan tanpa diketahui orang lain.

5. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam
melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh
informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan,
pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.

6. Apotek harus lebih tekun dalam menerapkan pelayanan
kefarmasian yang berpihak kepada pasien dengan meningkatkan
penulisan patient medication record yang sangat penting untuk
merangkum pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
Pelayanan home care, dan telepharma juga harus ditingkatkan
karena kedua hal tersebut juga merupakan sebagai salah satu
wujud pelayanan kepada pasien

7. Apotek Kimia Farma 603 disarankan untuk memperbaiki

kembali saluran air untuk meningkatkan kenyamanan pasien.
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